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TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN, PENGAJUAN,
PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN

Menimbang

Mengingat

Va,

1.

BAI‘JT UAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DEN}C}AI\} RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Y

BUPATI KUPANG ,

U
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
APBD dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran, dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuarigan Partai Politik; '

bahwi Peraturan Bupati Kupang Nomor 41 Tahun 2012
tentanng Pedoman Dan Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan
Taponani Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan .
Keuamg‘an Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peratunan Bupati Kupang Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Peruoanan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 41 Tahun
2012 ftentang Pedoman Dan Tata Cara 'Penghitungan,
Pengquggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keusngan Partai Politik, sudah tidak sesuai dengan
perlgeg_g‘._’gangan sehingga perlu diganti; E
bahwea berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam ; huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupat! Kupang tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pemberntukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Dae*)alu :Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa ' Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655)

i
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2 Lndahg Undang Normor

Menetapkan: PERATURAN BUPATI

PENGHITUNGAN,
PENYALURAN DAN

2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nc)srnl“)il 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undq’ng Nomor 2 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas’ LQndang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Pohtﬁo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornox‘ 5189);

Undang undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kemqnmenan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahup, 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Regu‘alﬂnk Indonesia Nomor 4916);
By,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

epublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
leali d;uzpah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahiun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara'Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lernbiﬁran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
ndonpma Tahun 2009 Nomor 18, Tambanan Lembaran
Negara ‘Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
tentang, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

195{ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5351k!'

Peram&'r.n Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentan? Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam| \APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik'

l\l

(
' ’§ . MEMUTUSKAN: i
TENTANG PEDOMAN i TATA CARA
PENGANGGARAN, . PENGAJUAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAI\i

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.



Dalam Peraturan Bupa\a 1n1 yang dimaksud dengan:

1.

#

LoD B

(2)

(3)

iy BAB I
| KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Partai Politik adald‘h organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan citascita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
politik anggota, raasyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bantuan keuanga H adalah bantuan keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yat g diberikan secara proporsional kepalda partai politik
yang mendapatkantkursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, ﬁ’rovmm, dan 'Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota yﬂmg penghitungannya berdasarkan Jumlah perolehan
suara. ‘

Pendidikan Pohtxkﬂ;adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang

hak, kewajiban, dar. tanggung Jawab seviap warga negara dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Penaapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang.

Kabupaten adalah Kabupaten Kupang
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kupang
Bupati adalah BupaL.nHKupang

Dewan Perwakﬂaq E%a;{yat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakﬂar? Ria%;yat Daerah Kabupaten Kupang.

Dewan Pimpinan . Ca(ﬁ)ang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC
atau sebutan 1amnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten
Kupang yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah

Cabang atau sebuﬁan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Daerah Partai Pohtlk( i ‘;
| ¥

)

! BAB II
PEN({}HITUNGAN BANTUAN KEUANGAN H

4!
SR

i ": Pasal 2 -

i
Bupati memberikarﬂ',[bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat

Kabupaten Kupang ‘y' r1g mendapatkan kursi di DPRD.

Bantuan keuangan %kepada Partai Politik seba,
(1), diberikan secarh ‘propors

jumlah perolehan suclxra

gaimana dimaksud pada ayat
ﬁonal yang penghltungannya berdasarkan
l

Bantuan keuangan: u>ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diberikan setiap tahu%'x

B ; l;n» l i



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

; h Pasal 3

Bantuan keuangarl'
bersumber dari APBgD
< }' g

) lf 5

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Pasal 4

Besarnya bantuan x;euangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

penghitungannya, bﬂdasarkan pada Jumlah perolehan s;,uara sah hasil
Pemilu DPRD. | n,

13
i\

Jumlah perolehan $uara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan’ :pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang
ditetapkan oleh chm;xgl Pemilihan Umum Kabupaten Kupanf
UHie ‘
; ii i)
Pasal 5

Besaran nilai banﬁu:an persuara. yang mendapatkan kursi di DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 berdasarkan
pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran
sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD
bagi Partai Politik yar;gymendapatkan kursi periode sebelumnya. :

Penghitungan besér@ﬁ nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud ayat
(1) sebagai berikut: =

a. untuk periode ‘permlu 2009-2014 bagi partai politik yang mendapatkan
kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 2008

dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di
DPRD periode 2004;

untuk periode pe‘hulu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan
kursi di DPRD" adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 2013

dibagi dengan ju rmlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di
DPRD perlode 200 9

untuk periode permlu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan
kursi di DPRD! ddalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran

sebelumnya dxba@ dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan
kursi di DPRD penode sebelumnya.,

}M

5 " Pasal 6
.(j &r
Jumlah bantuan Rem&pgan kepada Partai Politik dari APB dalam Tahun
Anggaran berkenaarf sama dengan. nilai bantuan per suara hasil Pemilu
DPRD sebagaimana' »1dxmaksud pada Pasal 5 ayat (1) dikalikan dengan
jumlah perolehan su”ra hasil Pemilu DPRD periode berkenaan

i

(2) Penghitungan Jumlahs Esantuan sebagaxmana dimaksud pada apyat (1) sebagai

berikut:

a. untuk periode pe,r,mlu 2009-2014 adalah jumlah perovlehan suara hasil

pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana
dimaksud dalam Pdsal 5 ayat (2) huruf a;

b. untuk periode peérix‘lu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil

pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;

untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil
-pemilu berkenadr dikalikan dengan nilai bantuan persuara
sebagaimana di;niklsud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf ¢;

T
ploh f
T

g



BAB III_ §
%» %éﬂENGANGGARAN DALAM APBD
N " Pasal 7
Ll |

Bantuan keuangan SC@;E,J"taimana dimaksud dalam Pasal 6 diq@mggarkan setiap
tahun dalam jenis belarja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan
keuangan kepada partaj politik.

kg |
it b

S BABIV
'PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
Pg-,
torg gl

‘ 3 ke ' Pasal 8

12 .Lé } :‘i

(1) Pengurus partai poiitik tingkat Kabupaten ‘'mengajukan surat permohonan
bantuan keuangan pértai politik kepada Bupati.

(2) Surat permohon:—in' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.

(3) Surat permohonan s::fbagairnana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop
surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua)
rangkap kelengkapen' administrasi berupa: =
a. surat keputusen DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan

Kepengurusan DPC partai politik tingkat Kabupaten Kupang atau
sebutan lainnya ,yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal DPP ‘ﬂpartai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir
berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;

b. foto copy surat 'g;c%%ferangén; Nomor Pokok Wajib Pajak;

¢. surat keteraqggi—g& autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan
suara partai potitik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Kupang

yang dilegalisi,‘g;“Ketua atau , Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten kupang;

d. nomor rekenin:’*};,kas umum partai politik yang dil?uk_tikan dengan
pernyataan pérx@‘bﬁlkaan rekening dari bank yang bersa.r?gkutan;

S P §5a
€. rencara penggdu;;,aan dana bantuan keuangan parta"u politik dengan
mencantumkan'besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang
akan diterima untuk pendidikan politik;

laporan realis;aékii ;ﬂ)enerimdan dan péngeluaran bantuan keuangan yang
bersumber daritAPBD Kabupaten Kupang tahun anggaran sebelumnya
yang telah diperiksa oleh BPK; dan

g. surat pernya'aén ketua  partai, politik yang menyatakan
bertanggungjaw%p secara formil dan materiil dalam penggunaan
anggaran ban}tii, ol keuanéan partai politik dan bersedia dituntut sesuai
peraturan pemn,‘;‘g’ang-undangan apabila memberikan keterangan yang
tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan
lainnya di atas materai dengen menggunakan kop surat partai politik.

S}n‘at pe.:rmohonan‘ ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya
disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang

dan Kepala Kantor; Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kupang atau
sebutan lainnya.. !

it

{ b
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(4)



SR

it !

i

R Pasal 9
o
e T
Format Surat Pernyatagn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf

g tercantum dalam Ldmp1ran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

R s

RN
%
S

SR
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 Pasal 10

t

Dalam hal partai pont:i /tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan
sebagaimana dimaksud’ alam Pasal 8 pada Tahun Anggaran berjalan, bantuan
keuangan yang bersumlS r dari APBD tidak dapat diberikan.

: é 1 ‘
w % BAB V §
VERIF{IKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

T
I

Pasal 11
\ ‘ii’-'

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan
Permohonan Bantuan {Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten Kupang.

(2) Tim Verifikasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kupang atau sebutan lainnya.

(3) Keanggotaan Tim \/L,rlﬁkam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari unsur Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kupang,
Bagian Hukum Sekretarlat Daerah Kabupaten Kupang, Dinas
Pendapatan, Peng 16: ﬁ?n Keuarigan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang,
Inspektorat KabupT ¢n Kupang, Komisi Permhhan Um m Kabupaten
Kupang.

(4) Pembentukan Tim ' Verifikasi sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1)
dltetapkan dengen: Keputusan Bupati.

(5) Biaya verifikasi kelengkapan admlmstras1 sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) dibebankan pada APBD.

)

# 5 Pasal 12

(1) Hasil verifikasi kelen kapan admlnlstra51 permohonan bantuan keuangan
- partai politik tmgk,at; rabupaten dibuat dalam Berita Acara.

(2) Format berita acetrai f‘xasxl verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam: Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini,

il n' x )
& | :

i 'R :
‘ ‘1 ;l Pasal 13,

Tim verifikasi ting kat Kabupaten menyampaikan berita acara hasil
verifikasi partai gdhnk tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan
melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan
keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.




(1)

(3)

(2)
(3)

(1)

~dilaksanakan sesu

:
e ';(, BAB VI
r PIiNYALURAN BANTUAN KEUANGAN

! " “”

1
R

Pasal 14

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kupang atas persetujuan
Bupati rnenyalurkam bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai

Politik tingkat Kabu!paten dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi
kelengkapan admml‘étram

l‘!‘ Pasal 15 !
\ H’y 1

ki l

Ketua atau sebutan lain parta1 pol1t1k tingkat Kabw,zpaten Kupang
menyampaikan | @a bukti penerimaan bantuan keuangan yang
disalurkan sebaga:lm na dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui
Pejabat Pengeldla’ rﬂ langan Daerah Kabupaten Kupang.

Penyampaian tandg, ‘buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai
dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

Format berita acar:{{l serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

tercantum dalam, dampiran sebagai bagian yang tidak tprplsahkan dari
Peraturan Bupati i 1m, ¥

b
i

| BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
’i s

Pasal 16

Ll

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang
kegiatan pend1d1kan poht1k dan operasional sekretariat partai politik.

Penggunaan untuk pend1d1kan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit 6C% dari besaran bantuan yang diterima.

Kegiatar: pendid: k%l» politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan peraturan pemndang—undangan yang
mengatur mengenaupendxdxkan politik.

Pasal 17

i

¥

Kegiatan pendldlk-ar pohtlk bertujuan untuk:

a. meningkatkan’ l?esadaran hak dan kewajiban
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;

b. meningkatkan DdrtISIpaSI politik - dan inisiatif masyarakat dalam
kehidupan bemJn ;syarakat berbangsa dan bernegara; dan

memngkatkan kg ymandirian, kedewasaan, dan membangun karakter

bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan polmk ! &nbagmmana dlmaksud pada ayat (1) berkaitan
dengan kegiatan: ;i ;‘;

a. pendalaman rﬂengenem Pancasila, UUD 1945, Bhinekaf l’I‘unggal Ika dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. pemahaman mehgenau hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia
dalam membangun etika dan budaya politik; dan

c. pengkaderan nggota partai politik secara
berkelanjutan 1

masyarakat dalam

e,

'bﬁerj enjang dan

e




|
FEE
‘ i ‘lk‘.
' .'4

(3) Kegiatan pendldlkglr? politik sebagaimana dimaksud ,pada ayat (1)
dilaksanakan denghn memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender
untuk membangun *ﬁtlka budaya politik sesuai dengan Pancasila.

ii Pasal 18
14.:‘

Bentuk kegiatan pend 1‘kan politik sebagaimana dimaksud ,dalam Pasal 16,
antara lain berupa: |, |

a. seminar;

b. lokakarya; o
c. dialog interaktif; -
d. sarasehan; dan ‘
e. workshop. i

Pasal 19

Kegiatan operas.ional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 berkaitan dengan :

a. administrasi umum; |.

b. berlangganan daya dan jasa;

c. pemeliharaan data dan arsip; dan
d. pemeliharaan peralatan kantor.

L ‘:'it ¢ 1“

‘ BAB VIl
LNPORANPERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

: Pasal 20

|

Partai Politik membuau pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan
pengeluaran atas dan‘al pantuan keuangan. \
‘ ’,] !
Pasal 21
f " !
(1) Partai Politik wa_]1t5 h’iembuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran keuan an yang bersumber dari dana bantuan'APBD.

(2) Laporan pertanggur‘x%]awaban sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari Rekapltulasx R liasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan

partai politik da ‘"‘1n01an Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan
Parpol Perkegxatan

t
(3) Format laporan perﬁanggung]awaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lla}rnplran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati HP

it Pasal 22
Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan
dan pengeluaran keuarngan yang bersumbert dari dana APBD paling lambat 1

(satu) bulan setelah tehun anggaran berakhir kepada' Badan Pemeriksa
Keuangan untuk d1lakukan pemeriksaan.

IR
[ ‘%““ ‘ '




g % Pasal 23
: K
Partai Politik wajib rpe')nyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan
dan pengeluaran keuarjgan yang bersugn,ber dari dana APBD secara berkala 1
(satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan sebagaiman_'a"7 dimaksud dalam Pasal 22.
: | ";'JQi‘ :
oy
(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
disampaikan oleh K?et,ua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten
kepada Bupati.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan.

i -l.‘ :".

Pasal 24

Pasal 25

Laporan pertanggunggja*}véban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terbuka
untuk diketahui masyarakat.

Pasal 26
Partai politik yang meL)x:aﬁl?ggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari
APBD dalam tahun ahg"ga(ran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

i

|

¥ iE ;

g@ BAR IX

" KETENTUAN PERALIHAN

‘!«k
RS B

|

e Pasal 27
(1) Bantuan keuangah f;{epada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD
hasil Pemilu Tahwun 2009, diberikan sampai dengan diresmikannya

keanggotaan DPRD lasil Pemilu Tahun 2014,

(2) Bantuan keuangan’ ';cepéda partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD
hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan terhitung sejak diresmikannya
keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014,

(38) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang

waktu sampai denghn berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu
Tahun 2009 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2014,

(4) Jl.,lmlah bantuan! ke“uangan yang diterima partai politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak

diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014 sampai dengan
sisa waktu tahun anggaran 2014.



Pasal 28

(1) Penghitungan banfﬁuzir_l keuangan kepada Partai Politik'yang mendapat
kursi di DPRD bagi daerah otonom baru, dihitung berdasarkan jumlah
perolehan suara salim dikalikan dengan nilai setiap suara di Daerah otonom
baru. Lo

>Y

|
(2) Nilai setiap suara di1 daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) besarnya dihitung sama dengan nilai bantuan setiap suara Daerah
Kabupaten Kupang.’ l
{ ;;' ' ;
‘ " Pasal 29

Penghitungan, pengalpggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran,
penggunaan dan laporan pertanggung]awaban bantuan keuangan partai
politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

i ' ~ Pasal 30

(1) Dalam hal Partai poiitik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kupang
hasil Pemilu 2014 tetapi tidak mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2009
atau Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu 2014 di
Tahun Anggaran 2014 mengajukan surat permohonan bantuan keuangan
partai politik sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Surat permohonan bdntuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus melengkapx persyaratan administrasi.

(38) Kelengkapan adrmmeram sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (2) kecuali

laporan realisasi p:rnerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang
bersumber dari APB ’) Tahun Anggaran sebelumnya.

gk BAB X "
A1t KETENTUAN PENUTUP i

' - Pasal 31
,l
Pada saat Peraturan Bupatl ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kupang
Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam 'APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban, ,Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahnan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 41 Tahun 2012
tentang Pedoman Dan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,
Pengajuan, Penyalua'a}u, dan Laporan . Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Parﬁaz Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penefniaatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

T
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LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 17 TAHUN 2015
TANGGAL  : 15 JUNI 2015

PERHITUNGAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DAR!I APBD KABUPATEN KUPANG PERIODE 2014 - 2019

JUMLAH PEMBULATAN | JUMLAH BANTUAN
NO { PARPOL YANG MEMPEROLEH KURSI DPRD 2014-2019 | SUARA 'ALOKQSLQ:BSE’A?;;O?BAG' NILAIPER | KEUANGAN KEPADA
A T e e A L R R PR T e R

A ONNUAASORR - T T —F 16,019 [453.450.900192. 5412 4900 | - -~ ‘4900==: = - 78.493.100
2_|PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 8.438 [453.450.900/92.541 = 4.900 4900 | 41.346.200
3. _|PARTAI DEMOKRAS! INDONESIA PERJUANGAN 20.199 |453.450.900/92.541 = 4.900 4900 98.975.100
2__|PARTAI GOLONGAN KARYA 19.895 [453.450.900/92.541 = 4.900 4900 97.485.500
> |PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 23.595 |453.450.900/92.541 = 4.900 4900 115.615.500
°_{PARTAIDEMOKRAT 15.447 |453.450.900/92.541=4900 | . 4900 75.690.300
7 |PARTAI AMANAT NASIONAL 11.630 |453.450.900/92.541 = 4.900 4900 56.987.000
°_[PARTAI HATI NURANI RAKYAT 14.106 |453.450.900/92.541 = 4.900 4900 69.119.400
°_{PARTAI BULAN BINTANG 5.368 [453.450.900/92.541 = 4.900 4900 26.303.200
10 [PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 9.949 [453.450.900/92.541 = 4.900 4900 48.750.100
—— 144.048 708.765.400
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LAMPIRAN I : PERATU,RAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 17 TAHUN 2015

TANGGAL : 15 JUNI '2015
o a ‘%
a( J
FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI, BERITA ACARA

SERAH TERIMA, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
"t KEUANGAN PARTAI POLITIK

A.FORMAT SURAT PERI}C;{ATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

o

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangsn di bawah ini,

1. Nama
Jabatan : Ketua Umum/Ketua
Alamat

2. Nama ;
Jabatan : Sekretaris J enderal /Sekretaris  ~
Alamat :

Dengan ini menyatakan,g _b‘ahwa :
1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan
anggaran bantuan kc};angan partai politik.

2.Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila
memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan

administrasi bantua,rjl dana partai politik Tahun Anggaran ..... yang kami
sampaikan. ; x 4 :
i" :

3. Kami bersedia dlaudu.‘ oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Demikian surat pernyaf‘an ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya. '

il DPP/DPD /DPC
! PARTAL .

4

KETUA UMUM/ KETUA- i SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS

Meterai 6.000 g
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B.BERITA ACARA VERIFIKASI
BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN XEUANGAN KEPADA PARTAI .
yuge hari ... tanggal ........ bulan ....... SRR 0 3 T1m
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kupang ............ Nomor ...
Tahun .... tanggal ...... , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi

bantuan keuangan Parta1 Politik tahun ... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik; Tim menyatakan bahwa Partai ...............
telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang didasarkan pada hasil perolehan
suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten
Kupang pada Pemilian Umum Tahun ............ sebanyak ............ ‘'suara sah
B i isains WED. .‘

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.’ e

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
. KEPADA PARTAI POLITIK

Lo, o BRI PR e )
TR ',, ....... LT R SRR b TR )
LR TR R R s .... Anggota R DS Sl )
B Bt iiabisasss it TRTPPPP PPN Anggota SR A L )
L R e e § T Anggota ARG T s (R )
B i S Anggota TR e L T )
L R R G 43 ;‘ L0 L Anggota R MR ‘ ................. )
dii; ‘ .
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C.BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC PARTAI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

| BERITA ACARA
SERAH TERI'MA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
| “‘NOMOR

I

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan

dibawah ini : :

1. Bupati/Walikota ... aLau pejabat yang ‘ditunjuk atas nama Pemerintah
Kabupaten / Kota . selanJutnya disebut Pihak Pertama.

2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kabupaten ..
lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan
Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten...
sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut
dari Kuasa Bendahara Umum Daerah ...'melalui Rekening Bank_‘ DPD/DPC
Partai ... Kabupaten

Benta Acara Serab Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat
Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

dari BUD melalui rekenmg kas umum diterima oleh DPD/ DPC Partai Politik
yang bersangkutan. ,

---------------

. atau sebutan

.....

Y

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DPD/DPW PARTAI ... BUPATI ...
KETUA © .
T, -3 (cverererreerenreeeneenns S )
BENDAHARA
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D.LAPORAN PERTANG(UINGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK | .

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN; KEUANGAN PARTAI POLITIK
. TAHUN ANGGARAN

i
Laporan pertanggungj-awé‘_tiz;m, penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan

partai politik sebesar Rp, pi.ciiiiiiiiinnnn, , yang telah diperiksa Badan Pemeriksa
Keuangan pada tanggal...buian...tahun... sebagai berikut:

...............

NO JENIS PENGELUARAN JENIS VOLUME | REALISASI | KETERANGAN
= A KEGIATAN | KEGIATAN (Rp)
1 2 R 3 4 ) 6
A | PENDIDIKAN POLITIK . ]
a. Seminar;
b. Lokakarya, i
c. Dialog interaktif;
d. Sarasehan; dan

e. Workshop.

B |OPERASIONAL % ' \
SEKRETARIAT '

1. Administrasi Umum
a. Keperluan ATK
b. Rapat Internal:
Sekretariat ;
¢. Transport dalam
rangka mendukung
kegiatan operasional
Sekretariat .,

Jasa i
a. Telepon dan Listrik
b. Air Minum y o : 3
c. Jasa Pos dan Giro
d. Surat menyurat

3. Pemeliharaan Data dan

Arsip B
4, Pemeliharaan Pe;a},atan
Kantor by :
c = ,i;SALDo ROV e ..
W
Mengetahui : -
KETUA UMUM / KETUA, BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,
T
( ........................ E . J.‘!h)
i '?1'" ‘;.f-,




